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5 SOP Pelayanan verifikasi Dokumen Permohonan KI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

Sub Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kekayaan Intelektual

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan Pengambilan Nomor Antrian Loket Permohonan KI di Direktorat Jenderal KI tidak dapat dilaksanakan Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

SOP Pelayanan Customer Care  Permohonan KI

1.Memiliki kemampuan dalam penyusunan dan pemberian nomor antrian

2.Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pemberian nomor atrian secara berurutan

1.Alat pencetakan nomor antrian

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM

KETERKAITAN:  PERALATAN / PERLENGKAPAN :  

2. Nomor antrian

3. Meja/Kursi

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :  

SOP Pelayanan Penerimaan Permohonan KI

SOP Pemasukan Data (Data Entry /Data Capture) Permohonan KI

SOP Pelayanan Pengiriman Permohonan KI ke Unit teknis

PERINGATAN : 

DASAR HUKUM :  

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik


